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BAB IV
PAPARAN HASIL PENELITIAN
A. Paparan Data
1. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Obyek Penelitian.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara perdata khususnya yang beragama Islam dibidang perkawinan, ekonomi syari’ah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan P3HP (Penetapan Ahli Waris).
Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117 terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m2 yang berdiri diatas lahan tanah seluas 9196 m2. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana lengkap yaitu : AC, meubel, air minum yang tersedia untuk ruang sidang, dan ruang tunggu, serta alat pengolah data.

Lantai I 

Terdapat 1 ruang sidang utama, 2  ruang sidang biasa, 1  ruang kepaniteraan, 1  ruang Wakil Panitera, 1  ruang kasir, 1  ruang register, 1 ruang mediasi, 1  ruang kesekretariatan, 1  ruang wakil sekretaris, 1  ruang keuangan, 1  ruang umum, 1  ruang kepegawaian, 1  ruang pantri, 1  ruang kamar penjaga.

Lantai II 

Terdapat 1 ruang ketua pengadilan, 1  ruang rapat pimpinan, 1  ruang dharmmayukti, 1  ruang panitera/sekretaris, 1  ruang wakil ketua, 2  ruang ruang hakim, 1  ruang arsip perkara, 1  ruang perpustakaan, 1 panitera pengganti & jurusita, 1  ruang ruang ganti.
2. Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2010.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan perkara terbanyak ke-tiga setelah perkara cerai-talak dan cerai gugat. Menurut peneliti, ini menandakan bahwa permohonan dispensasi kawin masih layak untuk diteliti.

Adapun permohonan dispensasi kawin yang diterima dan ditetapkan Pengadilan Agama tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

	No.
	Bulan
	Permohonan Dispensasi Kawin tahun 2010

	
	
	Diterima
	Diputus/Ditetapkan

	1
	Januari 
	8
	7

	2
	Februari
	7
	6

	3
	Maret
	14
	12

	4
	April
	17
	14

	5
	Mei
	23
	23

	6
	Juni
	16
	17

	7
	Juli
	15
	16

	8
	Agustus
	16
	12

	9
	September
	16
	19

	10
	Oktober
	16
	16

	11
	Nopember
	23
	21

	12
	Desember
	17
	18

	Total
	188
	181


3. Proses Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung
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Pihak Berperkara

Pihak Berperkara

Ruang Tunggu

PROSEDUR BERPERKARA 

DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

•

Membawa persyaratan pendaftaran

•

Mengambil blanko pendaftaran

Pihak Berperkara

Petugas Khusus

•

Memasukkan data pendaftar

•

Mengisi blanko pendaftaran

•

Menyerahkan blanko pendaftaran

•

Mengambil SKUM (Surat Kuasa 

Untuk Membayar)

•

Menyerahkan struk pembayaran

PROSES SELESAI

Resepsionis

Di Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai bagan atau alur tersendiri mengenai proses perkara. Dalam bagan ini dibuat sederhana untuk memudahkan pemahaman dari orang yang melihatnya.
Pemaparan dari bagan di atas adalah sebagai berikut ini :
1) Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung.
2) Selanjutnya Pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu.

3) Selesai mengisi, lalu menyerahkan blangko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

4) Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara.
5) Selesai melakukan pembayaran di bank, pihak berperkara menyerahkan struk pembayaran ke resepsionis.
6) Selanjutnya oleh petugas resepsionis, semua berkas persyaratan pendaftaran dibawa kepetugas khusus untuk memasukkan data pendaftaran.
7) Proses berperkara selesai.
Untuk selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang dari Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak mengikuti jalannya persidangan yang pertama, selanjutnya para pihak akan terus mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim sampai perkara ini diputuskan ditetapkan dan putusannya dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum. Baik persidangan tersebut dihadiri oleh satu pihak (pemohon) maupun kedua belah pihak (pemohon dan termohon). Setelah itu para pihak akan menerima salinan putusan tersebut dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Informasi tentang prosedur berperkara juga dapat diperoleh dari brosur yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dibagikan secara gratis kepada para pengunjung pengadilan. Informasi tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut: untuk melaksanakan visi misi Pengadilan Agama Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya rendah, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola “one stop service and education”, yakni memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada satu meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Bagi yang akan berperkara dan belum membawa surat gugatan atau permohonan:

a) Bisa langsung datang menuju ke petugas resepsionis untuk meminta blanko pengisian perkara gugatan / permohonan yang diinginkan.

b) Setelah blanko diisi lengkap diserahkan kepada petugas resepsionis, dan dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran dari bank tersebut diserahkan pada petugas resepsionis.

c) Selanjutnya akan diberikan salinan gugatan / permohonannya yang telah diketik oleh petugas dan telah diberi nomor register perkara.
Surat gugatan atau permohonannya sebagai berikut:

Daftar penerimaan perkara
Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA

Tanggal: 20-12-2010

Tulungagung, 20 Desember 2010
Hal: Permohonan Dispensasi Kawin
Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Jl. Ir. Soekarno-Hatta No.117 

Tulungagung
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: SUPARMAN bin SATAR
Umur

: 58 Tahun, Agama Islam

Pendidikan
: SD

Pekerjaan
: Tani 

Tempat tinggal
: Dusun Kalangan, RT.02 RW.01 Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung  

Selanjutnya disebut sebagai pemohon I;
Nama

: LILIK SUMIARIN bin BARI
Umur

: 53Tahun, Agama Islam

Pendidikan
: SD

Pekerjaan
: Tani 

Tempat tinggal
: Dusun Kalangan, RT.02 RW.01 Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung  

Selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Dengan hormat, pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut: 
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama


: MOHAMAD EFENDI bin SUPARMAN

Tanggal lahir

: 29 Juni 1995 (umur 15 tahun, 5 bulan)
Agama


: Islam
Pekerjaan

: Karyawan 

Tempat kediaman di
: Dusun Kalangan, RT.02 RW.01 Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung  
Dengan calon istrinya:

Nama

: NINDI NOER OCTVIANI binti NUR KHOLIS
Tanggal lahir

: 14 tahun
Agama


: Islam
Pekerjaan

: Tani
Tempat kediaman di
: Dusun Gambar RT.01/01 Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
1. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 Januari 2010 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan umtuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: MOHAMAD EFENDI bin SUPARMAN untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: NINDI NOER OCTAVIANI binti NUR KHOLIS.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,
SUPARMAN bin SATAR.

d) Kemudian setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang.

2) Bagi orang yang akan berperkara dan sudah membawa surat gugatan/permohonan:

a) Langsung datang ke petugas resepsionis untuk didaftarkan perkara gugatan / permohonannya dengan membawa struk pembayaran bank.

b) Dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran bank tersebut diserahkan kembali pada petugas respsionis yang selanjutnya gugatan/permohonannya akan diberi nomor register perkara.

c) Setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang.

3) Pada proses persidangan, para pihak menyerahkan antrian sidangnya kepada petugas antrian sidang yang selanjutnya sebagai urutan persidangan dan dimasukkan dalam informasi antrian sidang pada layar LCD.
B. Temuan Penelitian

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon.

Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama, demikian pula dengan Pengadilan Agama Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon, yakni:
a. Kewenangan Absolut
Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Untuk mengetahui wilayah mana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Drs. Suyono selaku WAPAN (Wakil Panitera) di Pengadilan Agama Tulungagung. Beliau mengatakan bahwa daerah/wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung meliputi 19 kecamatan, yaitu sebagai berikut: kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, Boyolangu, Ngantru, Kauman, Karangrejo, Gondang, Sendang, Pagerwojo, Ngunut, Sumbergempol, Rejotangan, Kalidawir, Pucanglaban, Campurdarat, Pakel, Besuki, Bandung dan Tanggung Gunung.

Dalam hal kewenangan absolut, Pengadilan Agama mempunyai 2 kewenangan, yaitu sebagai berikut:
1) Tugas pokok Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Fungsi Pengadilan Agama.
Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua umur di lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan selain biaya perkara).
d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
e) Memberikan istinbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah, sebagai diatur dalam Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
f)   Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989
g) Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai ahli waris untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
h) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa / pelajar dan lain sebagainya.

b. Kewenangan Relatif

Wewenang relatif Peradilan merujuk pada Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
c) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
d) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
e) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Paragraf 3

Cerai Gugat
Pasal 73

a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam permohonan dispensasi kawin ini, kewenangan relatif berdasarkan pasal 6 ayat (4) dan (5)  dan 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (4) berbunyi: dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Pasal 6 ayat (4) berbunyi: dalam hal ada perbedan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
Dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Dalam hal pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung di jelaskan dalam wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Bapak Drs. Imam Qozin Bahrowi, MH. Beliau menjelaskan bahwa untuk teknis dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin diperbolehkan mencantumkan identitas kedua orang tua  sebagai Pemohon I dan Pemohon II atau hanya mencantumkan salah satu identitas orang tua.

2. Penetapan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA 

Dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh para majelis hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara yang mereka tangani.
Pengadilan Agama Tulungagung setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama Tulungagung memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.
Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Mukhamad Lutfi, S.H selaku Panitera Pengganti (Kelompok Fungsional) di Pengadilan Agama Tulungagung mengenai Pertimbangan apa saja yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara, beliau memberikan penjelasan bahwa semua pertimbangannya telah termuat dalam putusan yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai hasil dari perkara yang telah diproses di Pengadilan Agama.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Drs. Suyadi, M.H. selaku hakim anggota dalam perkara ini, beliau menyampaikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dimulai sejak proses sidang berlangsung hingga pembacaan putusan. Pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melanjutkan persidangan, maka dilanjutkan sesi pembuktian dimana pada tahapan ini pembuktian meliputi dua aspek yaitu pembuktian surat dan saksi yang berperan sangat penting dalam jalannya persidangan. Setelah semua proses itu dilalui maka majelis hakim mengadakan musyawarah sebelum akhirnya memutuskan penetapan dan membacakannya di depan sidang terbuka untuk umum.

Berikut ini akan penulis paparkan data yang terdapat pada putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkara pemohon.
Adapun penetapan yang penulis analisis di Pengadilan Agama Tulungagung adalah Penetapan Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA.

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan nomor : 0292/Pdt.P/2010/PA.TA dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:
SUPARMAN bin SATAR, 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal Dusun Kalangan, RT.02 RW.01 Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai pemohon I. dengan 

LILIK SUMIARIN bin BARI, 53Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
 Tani, bertempat tinggal Dusun Kalangan, RT.02 RW.01 Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya disebut sebagai pemohon II;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Desember 2010 yang terterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA. tanggal 20 Desember 2010.
Dengan positanya pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama MOHAMMAD EFENDI bin SUPARMAN lahir 29 Juni 1995 (umur 15 tahun, 5 bulan) dengan calon istrinya yang bernama NINDI NOER OCTAVIANI binti NUR KHOLIS, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun gambar RT. 001/RW. 001 Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 Januari 2010 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan umtuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut diatas; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandungnya hinga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: MOHAMAD EFENDI bin SUPARMAN dengan NINDI NOER OCTAVIANI binti NUR KHOLIS karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbergempol kabupaten Tulungagung, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.2, maka permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor I tahun 1974;
Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: MOHAMAD EFENDI bin SUPARMAN dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat. Bahkan calon istri anak Pemohon kini telah hamil 2 bulan, sehingga dapat mengkhawatirkan akan mengulangi perbuatan dosa, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahat bagi keluarga. Maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majlis hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan;

1. Petunjuk Allah dalam AlQur’an surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi:

(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( ((((((((((
 (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((  
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah Fiqhiyah;
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.
3. Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128; 
تصرف الاٍمام على الرعية منوط بالمصلحة
 Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hokum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun1989 yang telah dirubah untuk kali keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
Mengingat, pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Karena Hubungan Luar Nikah Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA 
Dalam paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dan menetapkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA meliputi, antara lain:
(1) Pengakuan dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon yang membenarkan seluruh isi permohonan pemohon I dan Pemohon II.
(2) Pengajuan alat bukti dari Pemohon yang meliputi antara lain:

a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Agama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Nomor: PW.01/268/2010, tanggal 02 Desember 2010 (P.1).

b. Fotocopi akta kelahiran atas nama MOHAMAD EFENDI bin SUPARMAN yang dikeluarkan oleh DInas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nomor: 1567/IST/2010, tanggal 17 Maret 2010 (P.2).
c. Bukti saksi 2 orang yang telah disumpah.
(3) Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon menjadi wewenang wewenang Pengadilan Agama Tulungagung dengan acuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
(4) Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
(5) Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 
C. Pembahasan
1. Analisa Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima Permohonan Dispensasi yang diajukan oleh Pemohon.

a. Analisa Kewenangan Absolut

Dengan wilayah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung jelas terlihat penjelasan mengenai wewenang (kompetensi) Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Wewenang Absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2006. Kemudian diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 (1) tentang Kekuasaan Pengadilan, yang berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c) waqaf, zakat dan shadaqah, (d) ekonomi syari’ah.

Peradilan Agama didasarkan pada UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di bab I tentang ketentuan umum, khususnya Pasal 1 (1) dan Pasal 2, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam” dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara–perkara sebatas bagi mereka yag beragama Islam.
Jadi, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon ini memang benar-benar permohonan yang masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga penetapan yang sudah ada memiliki kekuatan hukum untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon.
b. Analisa Kewenangan Relatif 

Kewenangan relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam permohonan dispensasi kawin pemohon ini, implementasinya mengarah kepada tempat atau wilayah yang sesuai untuk mengajukan permohonan tersebut, yaitu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat: dimana pernikahan akan dilangsungkan, di tempat tinggal suami, atau ditempat tinggal istri.
Pemohon sendiri mengajukan permohonannya dimana pernikahan akan dilangsungkan yaitu Tulungagung. Sehingga pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut sudah benar tempatnya. Sehingga permohonan tersebut bisa diperiksa, diproses, dan diambil penetapan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
(1) Guna mengetahui wewenang absolut, adalah agar seseorang tidak salah dalam mengajukan satu perkara.
(2) Sedang guna untuk mengetahui wewenang relatif adalah agar seseorang tidak salah tempat (wilayah) dalam mengajukan satu perkara.
2. Analisa Penetapan Majelis Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin karena Hubungan Luar Nikah Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA 

Dalam kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar Nikah Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA, secara jelas disebutkan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual layaknya suami-istri di luar nikah yang berakibat kehamilan. Dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau menikahi wanita pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol ditolak, dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
Kemudian kedua orang tua pihak pria mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan:” Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dalam amar penetapan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak kandungnya. Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan.

Penetapan majelis hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar mikah, apabila hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam KHI pasal 53 yang berbunyi: 
(1). Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
    
Dalam AlQur’an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( 
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Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Orang-orang yang berbuat serong tetntulah tidak ingin menikahi wanita-wanita yang saleh, demikian pula perempuan yang berbuat serong tidaklah ingin dinikahi oleh orang-orang yang soleh.

Ini adalah suatu pandangan hukum yang umum, tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan yang saleh dan juga tidak berarti bahwa perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh.
Namun, disisi lain penetapan majelis hakim tersebut memberi peluang pernikahan dibawah umur karena hubungan di luar nikah. Mereka yang hendak menikah namun usia belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan akan beralasan sudah melakukan hubungan luar nikah atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat dinikahkan.
3. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Karena Hubungan Luar Nikah Nomor: 0292/Pdt.P/2010/PA.TA.
Dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya majelis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan olek para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum yang pembuktian yang berlaku.

Dalam pembuktian itu, maka para pihak member dasar-dasar yang cukup kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara garis besar, majelis hakim dalam memberi penetapan tidak boleh keluar dari koridor hokum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan majelis hakim akan menjadi kepastian hokum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan majelis hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam siding terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika majelis hakim menjatuhkan penetapan memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Menurut pendapat pemulis pertimbangan majelis hakim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum disini berarti ketika majelis hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

a. Bukti surat

· Fotocopy Surat Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.

· Surat penolakan pernikahan (model N-9) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama setempat. 

b. Bukti saksi  

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh majelis hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya kalau diperluhkan saja.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga berdasarkan hokum Islam, adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( 
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Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.
تصرف الاٍمام على الرعية منوط بالمصلحة

 Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
Pada dasarnya setiap insan tidak di izinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain.  Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu idak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.
Menurut persepsi majelis hakim, kemadharatannya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan proses-psroses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkannya menurut Undang-undang.
2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat 

Sering kali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.

Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Tulungagung, majelis hakim sering kali mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan oleh masyarakat dan merusak mental pihak perempuan. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.   
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